Menimbang

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG.

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahays yang
daput membawn beacana yaog besar dengan akibat yang luas,
buik terbadap kesclamatan jiwa maupun harta benda yang secara
langsung ekun menghambat kefancaran pembangunan, oleh
karepa ite perly ditanggulangi secars lebih berdayn puna dam
terus menerus;

b bahwa untuk kegiatan pengamanan terhadap bahayn kebakaran

dilakokan  melalui  sistem proteksi pasif danfatay  aktif,
sebagaimana diatur dalam Undang — Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

bahwe kegiatan penamggulangan kebakaran dalam wilayah kota
kupeng bukan hanya merupakan langgungiawab Pemerintah
Dacrah, namun juga menjadi tanggungjawab masynrakat secara
umutn, schinggs peran serta masyarakat sangat diperlukan
dalam menangani pepanggulangan  bahaya kebakaran secara
preventif maupun secars represift

d. behwa berdssarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huraf &, huraf b dan huruf ¢, periu membentuk  Peraturan
Dacrah tentang  Penan an Bahaya Kcbakaran Dalam
Wilaysh Kata Kupang:

I



Mengingat

Undang-Undang Nomor 64 Tahin 1958 tentang Pembentukan
Dwah—DmhnnmllBad.NmemBm&le
Tenggarn Timur (Lembaran Negera Republik Indonesin Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembarun Negera Republik
Indonesia Nomar 1649);

Undang-Undang Nomor 16 Tshuy 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negars RepubliX Indonesia Nomor 3318);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23 Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daersh  Tingkat 11 Kupang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2002 tentang  Bangunan
Gedung (Lemberan Nogars Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (I embaran Negars Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembersn Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undsng-Undsng Nomor 32 Tahun 2004 tentsng Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004
Nemor 125, Tambehsn Lembaran Negars Republik Indoncsia
Nomor 4437) scbagaimana teluh diubah dengan Undang-undang
NomorSTnhunZOOSmmangPMmemmuquleﬂnuh
Pengganti  Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2003 lentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tabum 2004 tentang
Pemerintsh Dscrah menjadi Undang ~Undang (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tabun 2005 Nomar 108, Tambakan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 4548,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Persnggulangan
Beocana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambehan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 4723);
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Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 tentang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Repablik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4725);
Peraturan Pemerintsh Nomor 27 Tahun 1999 teatang  Analisis
Mengensi Dampuk Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 2005 tentang Persyaratan
Teknis Keselamatan pada Bangunan Gedwitg (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 83, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggarsan  Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembarsn Negam Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintaban antam Pemerintah, Pemerintah Daeraly
Provinsi. dan Pemesintah Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 200§ tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Deerah;

Peraturun Menteri Dalam Negerd Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembarun Dacrah dan Berita Daerah;

Keputusan Meateri Pekerjazn Umum Nomor 10 Tehun 2000
tentang  Ketentuan  Teknis  tentang  Pengamanan Bahaya
Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Keputusan Mentenn Pekegaan Urum Nomor 11 Tahun 2000
tentang  Kelentuan  Teknis Manajemen  Penanggulangan
Kehakaran di Perkotaan;

Keputusan Meateri Pekerjaan Umum  Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan,

Keputusan Menteri  Pekerjaan Urnum  Nomor 25 Tabun 2007
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung:




Dengan Persetujuan Berssma
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA KUPANG.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasaj |

Datam Peraturan Dsernh ini yang dimaksud dengan :

2
3.
4

&
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Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Kupang,

Walikota adalah Walikota Kupang.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalsh Dewan
Perwnkilan Rakyat Deerah Kota Kupang,

Kantor Pemadam Kebokaran adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kupang.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebal.aran Kot Kupang,

Instansi auupqiabuymgbemmngadﬂahimmﬁmmmgmnwm
hak  atau kewenangan unfuk mengambil tindacan/kebijaksanasn dalam  hal
penanggulangan kebakaran,

Alat pemadam Api adalah alst untuk memadsmkan kebakaran yang mencakup alat
pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadsm apl berst (APAB) yang
menggunakan roda, .
Ahmhhknanm&mwmmbuﬂmuhakmﬁmnml
vang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
mdeNdmkamd@mkmwmkmkemm
Gapat berupa hidran kota, hidran halaman atm hidran gedung.
M(mm)mmm&mdmmni)mg bekerjs secara
otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai sub tertentu,

Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadum yang ditempetkan pada sustu
ruangan terteatu  untuk memadsmkan kebekaran sccars  otomatis  dengan
menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atan jenis kimia kering,

Alnt perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat /
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. Bahayakebakumﬁnganaduhhmmmbehayakebnkmymsmmpwﬁnﬂni

dan kemudahan techakar rendah dan apsbils terjadi kebakaran melepaskan panas
rendah, schinggs penjalaran api lambat.

. Bahaya kebakaran sedang 1 (sstu) adalah ancaman babaya kebakaran yang

mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah
mbakndcngm-mggiﬁdak!ebihdlﬁu[dulimnpcmpmm)mdmapebﬂa
wdadikcbdmmnmdepulmpamsmhm.sehinggnpmjaMnnpisedang.

Bahays kebakaran scdang 2 (dus) adalah ancaman bahayn kcbakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar n«hng;‘penimbman bahan yang mudah
terbakar dengan tinggi tidak Iebib dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran
melepaskan panas sedang, schingga penjalaran api sedang.

. Bahays  kebakaran sedang3(ﬁgl)adahhmmmbehayakebcknmm

mempenyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran
menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.

Bahaya kebakarun berat / tinggi adalah ancaman bahsys kebakaran yang mempunyai
nitai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi ketakaran melepaskan panns
tinggi.

Bmgmmad-lnhsumpcmxjudmﬁsikmmkurmdigmnkm sebagai wadah
kegiatan manusin

Bangunan terdahulu adalsh bangunan yang telah dibangun sebelum Persturan Daersh
ini diberfskukan. ;
Bangtmnmudnhadalabbmumyangmmpmyuikcdnggiandwipamhm
tanah atau lantai dasar ssmpai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter
atau maksimum 4 (empat) lantai,

; Bangmmmenmphadnlahbmammyangmemmmikaingﬁm lebih 14 (empat

belas)muudaﬂpamumnmnhmhnuidwsnmpaidqmnbeﬂngglmw
(empet paluh) meter atau Jebih dari 8 (delapan) lantai.

- Bangunan tinggi adaleh bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukasn tanah

lebih dari 40 (empat puluh) meter atau Jebih dari 8 (dedapan) lantai,
Bmgxmnphika&hhhngummpmm&mndipdcﬁmkmmm
kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergodsngan,

Bangunan umum den perdagangan adalsh bangunon yang peruntukannya dipaksi
unwkuwakegiamkcljawwwnmmpcrmmmkoandmm.
Bmumpmmdrmndmhbmmmymgpmwkmyalayakdipahiunmk
tempat tinggal orang vang terdini dari perumaban dalam komplek perkampangan,
perumahan sederhana dan perumahan lainnys.

Bangunan campuran adalsh bangunan yung peruntukrnnya mery campuran dasi
Jenis-jenis bangunan tersebut padn angka 22, 23, 24, 75 dan 2
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. Kontruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan

tertenti sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau delum terbakar dalam
jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan wakiu (jam).

Bahan berbahaya adaialy setiap zavelemen, ikatan atau campurannya bersifat mudsh
menyalaterbakar, korosif dan lsin-lain  karepa penanganan,  penyimpanan,
pengolshan atau pengemasannys dapet menimbulkan babaya terhadap manusia,
peralatan dan lingkungan.

Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena punasfilatan api,
mudah terbekar dan cepat merambatkan api.

Bahan yang tidek muodah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan opi
tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.

Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atw terhalang menuju suatu jalan
umum, termasuk di dalamny: pinte peaghubung  jelan penghubung. ruangan
penghubung, jalan, lantai, tangga terlindung, tangga kedap nsap, pintu jalan keluas
dan halaman luas.

Jalan keluar ndalah jafan yang‘ diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan
dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang taban api.

Tangga kedap asap adalah tangga kebekaran baik berada padn begian dalam atau lusr
bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan ked sp ssap.

Tangga kebakarn tedindung (fire isolared statrway) adalab tangga kebakaran yang
terpisah yang digunakan scbagei jalan ke luar pada ssat terjadinyn kebakaran.

Tangga kebakaran tambahan (fire ascape) sdalah tangga tambaban yang nda pada
bangunan lema agar tersedia 2 (dua) jalan ke luar yang berbeda dan saling begjauban
untuk memenuhi kapasitas jalan keluar,

Daerah kebakaran adalah daerah yang teraneam bihaya kebakaran yang mempunyai
jarak SO (lima puluh) meter dar titik api kebakamn terukhir.

Dacrsh bahayva kebekaran adzlah dacrah yang terancam babaya kebakarsn yang
mempunysi jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.

Barisan Sukarela Kebakarun (Balakar) adalah sctisgp orang atau anggola masyarakat
di wilayah Kota Kupang yang telsh diberikan keterampilan khusus teotang
penanggulangan kebakaran dan dengan sukarcla membantu melaksenakan tugas
pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kefjanya ditetapkan olch
Walikota .

. Manajemen sistemn pengamanan kebakaran adalsh suam sistem pengelolaan untuk

mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan di
lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran.



BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujusn Penanggutangan Bahaya Kebakaran adalah untuk menjagn Bangunan

Gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahay: kebakaran melalui perencanaan
penangulangan kebakaran yang efektif dan efisien.

BAB 11l
RUANG LINGKUP
Paxal 3

Ruang lingkup Penanggulangan Babays Kebakaran meliputi Pencegahan, Proteksi,
Penangpulangan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
PENCEGAHAN UMUM
Pasal 4

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebskaran, baik untuk kepentingan
sendini maupun untuk kepentingan umum,

(1

(2)

)

(4

Pasal 5
Lingkungen perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa
schingga setisp bangunan rumah biss terjangkau ofeh pancaran air unit pemadam
kebakaran dari jaian lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkepi hidran
atny sumur gali atau resecvoir kebakaran dan linglkungan bangunan yang berjarak
lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapt hidran tersendiri.
Persyaratan hidran kota atau halaman adalah scbagni berikut:
4 masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit;
b. tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kglem?2;
c. maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
Sumur gali atau reservoar kebekaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
n. lersedin setiap st sekurang-kurangnya 10,000 (sepulich ribu) liter air;
b. sekeliling sumur galy atau resecvoar dipetkeras supaya mudah dicapal mobil

.. e



'(5) Setiap lingkungan bangunan, khusesnya perumaban barus direncanakan sedemikian
rupe untuk dilengkapi dengon sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setisp
saat,

(6) Jalan lingkungan sehngaimana dimaksix pada ayat (1) dilarang untuk tempat parkir
kendarasn, pemasangan porfal dan atse gapurs yang dapat menghalangi atau
menghambat ruang gerak unit mobil Pemndam Kebakaran.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daersh dan pihak ketiga yang mengusahakan perumahan,  wajib
menyediakan Reservoir dan Hidrant Kebakaran,

(2) Setiap orang yang akan mengambil dan menggunakar uir dari hidran kota harus seizin
Waltkota atu Pejabat yang ditunjuk.

(3) Untuk pihak ketign yang mengusshakan perumahsan, hotel wajib menyediakan
Reservoir dan Hidrant Kebakaran,

Pasal 7
Setiap orang dilareng membiarkan benda atau alat yang mudah terbakar tanpa
pengRWISIn,

Posal 8
(1) Setiap orang dan‘stau Badan Usaha dilarang melakukan pembekaran sempah ditempal
yang tidak ditentukan.
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mepetapkan persyaratan tempat pembakarnn
sampah sesual ketentuan yang berdaku,

Pasal @

(1) Cara penyimpanan dan penpangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan
sesumi dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku,

(2) Setmp tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergenik, harus dipasang etiket yang menyebutkan s fat dan tingkst behayanya sesuai
dengan ketentuan peraturan perlUndang-Undangan yi ng berdaku

(3) Setiap orang dan/stau Badan Usaha dilarang tanpa izin Walikota menyimpan bahan
berhalssya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai
dengan ketentuun peraturan perlindang-Undangan yang berfaku

(4) Tempat yang dignn untk menyimpan bakan berbahaya harus senontiasa
mendapat pengawasan.



Pasal 10
Dulam  lingkungan perumahas, sekolah, rumah skt atau rumab perawatan dan
perkantoran tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai
tempal wsahi yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 11
(1) Setlap orang dilarang merokok ditempat-tempat yang mudah tecbakar.
(2) Padn tempat-tempat sehagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diberi tands
"DILARANG MEROKOK™,
(3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau susty tempat yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dan (2) harus bertanggung
Jwwab stag tecpasangnya tanda terscbut.

Pasal 12

Sctiap proyek pembungunan yang sedang dilaksanekan dan diperkirakan mudah
menimbulkan bahays kebakaran harus difindungi dengan alat pemadam api ringan yang
dapat dijinjing yong disiapkan oleh pengelols proyek.

Pasal 13

(1) Setisp pemilix kendarsan bermotor dilarang membiarken tempat bahan bakarnya
dutam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahayn kebakaran.

(2) Setiop pengangkutan bahan bakar, bahan peledak dan behan kimia lainnya yang
mudah terbakar wajib menggunaknn kendaraan khusus.

(3) Setiap pemilik kendarsan sehagaimana dimaksud poda ayat (2) harus menyediakan
alat pemadam api ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman
bahayanya,

(4) Pada setiap keodaraan angkutsn penumpang wmum dan barang harus tersadia
minimum scbuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B -
108,

BABIV
PROTEKSI UMUM KEBAKARAN
Pasal 14

(1) Setiap alat pencegah pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan

peraturan perd indang-Undangan yang berlaku
(2) Walikata atau Pejabat yarg ditunjuk wajib melskukan pengawasan agar sesu



Pasal 15

(1) Setiap ulal pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan peraturan
pertIndang-Undangan yang berlaku.

{2) Setiop orang don/stay Badan Ussha dilarang menggunakan bahan pemadam yang
dalam penggunaannyn dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yung
membahayakan keselamatan jiwa dan keschatan,

Pasal 16

(1) Setiap ruang tertutup barus dilindungi dengan sciamiah alat pemadam api yang
penempatan don fempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahayi
kebakaran yang adn;

(2) Mekanisme pemasangan alat pemadam api ringsn aknn distur lebih lanjut dengan
Pernturan Walikota,

Pasal 17

(1) lostbosi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenubi persyaratan sesuni

dengan ketentunn peraturitn perUndang-Undangan yang beslaku,
(2) Instalasi schagaiman dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam koodisi siap pakal.

Pasul 18

(1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyzmtan sesusi dengan ketentusn
peraturan perUndang-Undangan vang berlaku,

(2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi taik dan siap pakai.

(3) Jenis alat pengindera yang dipunakan barus discsunikan dengan sifat penggunaan

ruanganays.
Pasal 19

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketzhanan api
bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlsh lantai dan jumish luas minimum per lantai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daeruh ini

Pasal 20

Instalasi pemercik otomatis yang dipesang pada setinp bangunan atsu bagian bangunan
harus sesuai dengan k.lsa'ikm ancaman bahayn kebakimn bengunannya sebagalmana



BAB IV
SARANA PENYELAMATAN JIWA
Passl 21

(1) Setiop orung dan/otau Badan Usaha dilarang mengurangi kapasitas saruna jelan keluar
dengan mengubah/menambah bangunan ataw mengubah peruntuknn suatu bangunan,

(2) Komponen jalan kelunr barss merupakan kesatuan yang tidak terpisabkan dan
bangunan sertn harus dibuat secara permanen.

Pasal 22

(1) Sarana jalan keluar harus bebas dan rintangan dan selalu siap untuk digunakan,

(2) Setiap pempsangan alat oy aluem kebakarn harus tidak mengurang fungsi sarmna
Jalan kelur dun barus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi
pengpunnan sarung jalan keluar walaupun pada wrktu itu alat-alat tersebut tidak
berfungs,

(3) Tuta carn pesnbuntan komponen jalun keduar akan dinter lebih lanjut dengan Peraturan
Walikots,

Pasal 23

Setinp tunggn kebakaran kedap asap barus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

(1} Penerangan pada sarana julan keluar harus disediakan pada setiap bangunan.

(2) Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus menerus,

(3) Penerangan bustan harus digunakan di tempat-tempat sarana jalan ke luar dan dapat
dihidupkan sewaktu-waktu sesuni dengan kebutuhan nilai kuat penerangannya.

(4) Lantad sarama jalan keluar haras mendapat penerangan di semua titik dengan nilai kust
penerangan minimum 10 (sepuluh) luks (lux).

(5) Setiap titik penerangan harus ditempatkan sedemikian rupa sehirpga bils salah ssto
bola lampu padam tidak menycbabkan dacrah tersebut gelap.

(6) Sistern penerangan darurat harus dapat bekerja secara (tomatis bils terjadi gangpuan,

Pasal 25
(1) Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan ke luar karus mudah terlibat
dan terbaca. ¢ /



BABYV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Kesatu
Bangunan Rendah
Paragraf |
Bangunan Pabrik dan atau Gudang
(Klasifikasi 1)

Pasal 26

(1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alst pemadam api ringan yang jenis
dan jumlshnys disesunikan dengan kinsifikasi ancamen bahaye kebakaran dan jamk
jangkauannya.

(2) Ketentuan mengenai klasifikasi ancaman bahaya kebakaran akan diatur Iebih lanjut
dengan Perturan Walikota.

Pasal 27

(1) Setiap bangunan pabrik dun stau bagiannys yang proses produksinys menggunakan
atoy meoghnsilkan behan yang mudah menimbulkan bahsyn kebaksran harus
dilindung! dengan sistem alarm sesuai cengan ketentuan peraturan perUndang.
Undangan yang berlaku.

{2) Setinp bangunan gudang yang menyimpen behan-hahan berbahayw, baik yang berada
di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendin harus mendapat
peclindungan dari ancaman babaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Walikota,

(3) Pemasangan instalasi pemercik otomstis stau ins'alasi pemadam lainnya yang
dihubungkan dengan alamn olomatis pada bangunan pabrik dan atau gudeng
sebagaimana dimaksud pada;a.yu (1) dan (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa
mmbmadiwmm'

Paragraf 2
Bangunan Umum dan atau Pecdagangan
(Klasifikasi 1)
Pasal 28

(1) Setisp bangunan umumftempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempst
perawatan dan perkantoran harus dilindungl deri ancaman bahaya kebakarun dengun
alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 28 - 5B dan djtempathan
dengan jarak jangkau maksimum 20 (dus puluh) meter din setiap tempat.



(2) Sctiop bangunan tempat beribadac dan tempat pendidikan barus dilindungi dand
ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam
minimum 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 (dua
pulub lima) meter dari setiap tempat.

(3) Setiap bangunsn pertokosn ateu pesar harus dilindungi dari ancaman behaya
kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 34, 5B -
108 dun ditempatkan dengan jarak jangksu maksimum 20 (dua pulub) meter dari
setiap tempat,

(%) Tonggungjawab penyedisan Alat  Pemadam  Api Ringan/APAR  menjadi
tanggungjawab Pemilik, Pengguna dan atan Pengelola Arena Parkir.

Pasal 29

(1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alar pemadam api jenis
kimin secboguna.

(2} Sefiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yeng dapal
menggunakan alnt pemadam,

(3) Tunggungiowab penyedinan  Alst  Pemadam  Api Ringan/APAR  menjadi
unggunglawab Pengeloln Terminal Angkutan Urnum Darat,

Pasal 30

(1) Setisp  bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain  memenuhi
ketentuan tersebut dalam Pasal 34 harus dilindtngi: dengan unit hidran kebakaran
dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkan seluruh
ruangan yang dilindungi.

(2} Setinp bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat
pernwatan, perkantoran, dan pertokoan’ pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m2
harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran,

. 13) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seriba) m2 harus

dipasang minimum | (satu) titik hidran.

Paragraf 3
Bangunan Perumahan
(Klasifikasi 111)
Pasal 31

(1) Setinp kompleks perumahan pcthmpmxgan harus menyediakan pasir, karung, ember,
persedinan air scperlunya dan perlengkapan pemadam lsinnya yang ditempatkan di
snar temnat sehinees mdah divunakan tr’



(2) Perleagkapan pemadam schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu berads
datam keadaan baik dan sewakii-waktu siap untuk digunakan,
(3) Tanggungjawab tentang penyedizan alat tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat
dengan sistem swadaya.
(4) Setiop Rukun Tetanggs (RT) di lingkungan perumahan hanss menyediakan scbuah alat
pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 3B.
(5) Pengnwasan teknis dan administrasi  alat tersebut dipentanggungjawnbkan kepada
Kantor Pemadam Kebakaran,
Baginn Kedus
Bangunan Menenguh
Pasal 32

(1) Setiop bungunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistemn hidran sesual
dengan ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Pesal 17,

(2} Ketentunn mengenai sistem hidran untuk bangunan menengah akan diatur Iebih
lanjut dengan Pernturan Walikota

BAB V1
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

(1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan samni
penyelamutan jiwa pada bangunan harus teelebih dahuly mendapat rekomendasi dari
Walikota atau pejabat yang ditunjuk. :

(2) Sedappelﬂ(samnpmmmninaduipaekﬂ&nm”umpmﬁhmamﬁm
pada bangunan harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang
dinmjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang,

(3) Apabila dalam pemeriksaan schagaimana dimaksud poada ayat (2) ternyata masih
banyak terdapat keteatuan-ketentuan yang belun dipenuhi, Walikota — dapat
memerintahkan untuk mesunda dap atau melarang penggunaan suatu bangunan
sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 34

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemeriksaan pekeraan
pembangunan dalam hubungannys dengan  persyarstan  pencegahan  bahaya
kebakaran,

(2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran schagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dari pemadam kebakarn untuk /‘



3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(H

(2)

)

hangunan rerdad, meoengah dan tinggi sehagaimana dimaksod dalam BAB V serta
ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembengunsn sedang dilaksannkan
schagnimann dimaksud dalam Pasal 12.

Apabila dalam pemeriksaan scbagaimana dimaksud peda ayat (1) pasal ini terdapat
hal-hal yang memgukan atau yang sifstnya tertutup Walikots dapat memerintahkan
untuk mengadakin penelitian dan pengujian.

Semua pembiaysan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2) dan (3) menjadi beban sepenuhnys dar penilik atau pengelole, dan atau
penanggungiawab bungunan terscbut,

Pasal 3§

Setiop bangunan. yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan
sarana penyclumatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan
kesinpun, sarana pensnggulangan kebakaran, ssrane peayelamatan jiwn dan hal-hal
1ain yung berkaitan langsung dengan usaha penanggulangsn kebakaran.

Sertifikot layak pokai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapen dan keslopan
sarng penanggulangmn kebakarun dan sarana penyclamotan jiwa yang telah oda.
Apabils dipandang perdu Walikota stau Pejabat yang ditunjuk dopat melarung
penggumazn bangunat yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengundung
uncuman bahava kebakaran tinggi,

Pasal 36

Untuk mencegah ancaman bahaya kebakaran yang ade di suatu bangunan, maka akat
pencegah  pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat |
(satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima)
tabun sekali harus dilaksanskan pengetesan tabung bahan pemadamnya dengan
tekanen hidrolik- :

Pemeriksasn sewakiu-wakiu dengan atau tanpa peniberitahuan terlebih dahulu olch
Walikota eau pejabat yang ditunjuk.

Alat pencegnh pemilam kebakaran yang tidak memenuhi persyarastun sesuai dengan
ketentuan permturan pert/ndang-Usndangan yang berdaku harus segera diisi, diganti
dar atau diperbaiki schingge selalu berada dalam keadaan siap pakai.

Pasal 37

Pemilik, pengelola dan atan penanggungjawab bangunan sepenubnya bertanggung jawab

B A T B e dasem leatial i A




L))

2)

(h

(2)

Pasal 38
Petugus Pemadam Kebakaran dalam melakukan tuzasnya dapat memesuki dengan
lelasa dan tunps membayar dimana diadakan penyelenggara pertunjukan. kecamaian
U, pertemunn utaw keglatan lainnya,
Penyelenggnman  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan
pencegnluan bahayn kebakaran baik scbelum, selarwa dan sesudah berlangsungnya

Pasal 39

Sqﬂnpp«bmpnduamhdmmmmgmehksmnkanpamsmﬂndm
instalasi profeksi kehakrun harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang
ditunjuk,

Setiap perusahoan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan,
memperdagangkan ats mengedarkan segala jenis alnt pencegab dan pemadam
kebakaran dan pengisian kembali hars mendapat izin dari Walikots stau pejabot
vang ditunjuk,

Pasal 40

Pengawasan atas kepatuhan terhadsp Peraturan Dacrah ini dilaskukan oleh Pemerintah
duerah

(f)

2)

3)

BAB VIl
KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 41

Setigp omng yang berada di dsersh kebekaran, yang mengetahui tefjadinya
kebakaran, wajib membantu secara aktif melakuksn usaha penanggulangan
kehnkaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umutm.

Sctinp orang yang beradn di daerah kebekaran dan mengetshui tentang adanya
kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Kantor Pemedam Kebakaran dsn atau
instansi lain yang terdekat,

Instansi lainnya schagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan
tentang tefjadinya suaty kebakaran wajib melaporkannya kepads Kantor Pemadim
Kebakaran,



(1) Dalam pepanggulangan kebakaran, pepyelamuatan jiwa harus lebih diutamakan dari
pady penyelamatan harta benda.

{2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, sctiap pemilik atau
penanggung jawsb bangusan dapat mengikuti program jaminan penanggulangan
risiko kebakarun,

Pasal 43

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan
tindokon dan memberikan kesempatan demi terlaksannnya tugas pemadaman guna
mencegal, menjalarnya kebakaran, atau menghindari behaya kebakaran, baik di dalam
muupun di pekasengan ramahnya atau bangunan lninnya.

Pasal 44

(1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan
umum beradn i tungan pimpinan petuges Pemadam Kebakoan dan atay pimpinan
petugas polisi yang bertugas di tempat kebakaran tersebud, kecunli difentukan lain
oleh Walikota,

(2) Penutupan dacrah kebakamn dan atau psnutupan jalan umum sehagaimana dimnksud
pada ayat (1) harus scgera dilsporkan kepada Walikota . ' '

|

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 45

(1) Pemerintsh dsersh melakukan pembinasn terhadap masysrakat terhadap pentingnya
penanggulangan babaya kebakaran,

(2) Pembingsn  sebagaimana dimaksud pada ayst (1) akan diatur bebih Janjut dengsn
Peraturan Walikota. J—



BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 46

Sctiap pelanggamn wlias kewajiban yang harus dipenahi oleh pemilik atau pengelola atau

penanggung jowab bongunan sebagaimana dimoksud dalam Persturan Daerah ind,

Walikotm utau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan:

n, menunca st tidak mengeluarkan izin rekomendasi:

b, mencabut izin‘rekomendasi yang dikeluarken;

¢, memerintabkan menutup atan melarang penggunasn bangunan seluruhnya atau
achagian.

BABX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 47

(1) Pejubut Pegawni Negeri Sipil fertentu & lingkungsn Pemerintah Daerah diberi
wewenung khusus schapai penyidik untok melakokan penyidikan tindok  pldans
sebagnimuna dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab:

A, meocrima, menceri, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau  laporan
berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laparan tersebut menjadi
lengkap dan jelas; 4

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan ketcrangan mengenai omng pribaci atau
badan tentang Xebenaran perbustan yang dilakukan schubungen dengan tindak
piduna;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bedan sehubungan
dengan tindak pidana,

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkennn
dengan tindak pidans; -'

e. melskukan penggeledahaan untuk mendspatkan  bahan bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lnin serta melalukan penyitasn terhadap barang
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tensga ahli dalam mngks pelaksanasn tugss penyidikan tindak
pidana;

g menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawsh schagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidani;



i, memangpil orang lain untuk didengar ketersngannyn dan diperiksa  schegai
tersungeka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan;

k. melakuken tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
menurut hukum yang dapar dipestanggung jawabkan.

(NPenyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitshukan dimulxinys penyidikan
doan menyampaikon hasil penyldikannys kepada Pemumtut Umum, sesusi dengan
ketentunn yang diatur dalam Undang-Undang Hukum /cara Pidana,

BAB X1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

(1) Barang siapas yvong tidak melaksanakan kewsjibannya sehagnimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 21, sehinggs merusak lingkungan

diancam dengun pidons kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling
banynk Rp. $0.000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2) Tindak Pidana yang dimaksad pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

(1) Dengan berlakunya Pemturan Dacrah ini, maka pemilik, pengelola dan atau
penanggung jawabh bangunan dan atan perusahaan perumahan (real estate) di wilayah
Koty Kupang, diwajibkan dolam jangka wakt 3 (tiga) 1zhun uniek memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dacrah ind.

(2) Deagan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Izin yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan yang berluku sebelum peraturan Daerah ial, tetap berlaku sampai habis
misit berlakunyn,

(3) Walikota atau pcjabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup dan melarang
penggunsan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratun sebegaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini sampei pemilik, pengelola dan atsu pecanggung jawsb
atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan schagaimana dimaksud pada syat (1),



BAB XIn
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daersh ini mulsi berlaku pada tanggal diundangkin.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pécaturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Jembaran Ducrah Kota Kupang

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 20 }



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG

1 UMUM

Ancaenan bahaya kebakaran di wilayah Kota Kipeng hingga dewnsa ini masih
merupokan Sustu bahaya yang harus ditanggulangi secars meayclurub, sistimatis,
ofektif dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa
ini, kemajuun ilmu peagetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku
munusia dan perkembangan Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nuss Tenggara
Timur, :

Dengan adanys bangunan-bangunan tertingkat tinggt, industri-industri modern,
perumalian-perumahan - mewsh, flatumah  susun  serta  perlengkapan rumanh
tanggal/kantor yang modem ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakue, maka hal ini
dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahays kebakaran dan sekaligus
menjadi tantangan bagi Kantor Pemadam Kebakaran. Dengan ditetapkannya Peraturan
Duerah ini dibarapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masynrakat Kota Kupang
bahwa kegiatan penanggulangan bahays kebakaran bokanlah semata-mals Langgung
jawah Pemerintsh Dacrah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah Dacrah dan masyarakot pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan
terhadap ancaman behaya kcbakaran, sepenubnya manjadi tanggungjswab pemilik /
penanggung jawah bangunan.

[1. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelus
Pasal 5

3
Cukup jelos lf/



Pasal &
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasai 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
yang dimsksud dengan kendaraan khusus yaitu mobil tangki yang fungsi
utamanya untuk mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia,
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat {(4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Alat pencegah pemadam kebakaran harus memenuld standar penpgunaan
schingga dapat berfungsi secara baik dan tidak membahayakan bagi
penggunanys.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jclns.l——



Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Prasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelus
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
. Cukup jelas
Pasol 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelns
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

\



Pasal 38
Ayvat (1)

Yang dimuksud kegiatan lainnya yaitu konser musik/show, pameran, grass
track, pemutaran film bioskogp/lagangan tecbuka, kampanye tertutup’ terbuka.

Ayal (2)

Cukup jelas
Pasnl 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jetas
Pasal 41

Cukup jefas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelos
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cokup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
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